WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR Z3 TAHUN 2016

TENTANG

FEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Menimbang :

Mengingat :

TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa tindak pidana keorupsi sangat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional, sechingga harus diberantas dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, perlu menetapkan pedoman Umum Sistem dan
Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

bahwa Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Palembang perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar
memiliki landasan dan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Umum
Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19539 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

sebagaimana telah ............



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Palembang
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 11};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

2. Walikota adalah Walikota Palembang. _ _

3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud c%alam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - L!ndang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl. ' _

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkma_m tindakan u_.nLu?c
pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundangan.

5. Pelapor Tindak Pidana Korupsi....c.....c.........



5. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah

7.

seorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi
vang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya
yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi
tindak pidana korupsi tesebut.

Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjuinya disebut sistem
penanganan pengaduan adalah pengaduan dugaan tindak pidana korupsi
yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai
dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang
dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Tim Penerima Pengaduan adalah tim di Lingkungan Pemernntah Kota
Palembang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mencrima
pengaduan dari Pelapor, menyelidiki, memproses dan menyampaikan
rekomendasi tindak lanjut kepada Walikota.

Pasal 2

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi
di lingkungan Pemerintah Kota adalah untuk:

d.

b.

acuan dalam penanganan pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi di
lingkungan Pemerintah Kota;

memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi,
kerugian perdata dan Tindak Pidana Korupsi serta persaingan usaha tidak
sehat: dan

.upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk

menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.

BAB 11
LINGKUP DAN BATASAN
Pasal 3

(1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang

menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur Tindak Pidana
Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan,

Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan,

yang meliputi:

a. masalah yang diadukan; e
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diaduk.:an. lnfc:frmam ini
berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penylmpangan
yvang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak
adanya penylmpangan.

b. pihak yang bertanggung jawab; ) _
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau ker_nunglu_nan
siapa saja yang dapat diduga melakukan pen}rimpa__ngan, dan pihak-pihak
yang terkait yang perlu dimintakan keterangan /penjelasan.

c. lokasi kejadian; _ ) _
berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerjg].. Inforrmasg
ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit 1r_1vest1gat1f
serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan
tersebut terjadi;

d. Waktu kejadian (When) .........ccocceeene



(1)
(2)
(3)

(4)

)

(©)

d. waktu kejadian;

berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini
berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif,
terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta
pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

€. mengapa terjadi penyimpangan;
berkaitan dengan informasi penycbab tcrjadinya penyimpangan, dan
mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan moltivasi

scorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada
pembuktian unsur niat; dan

f. bagaimana modus penyimpangan;
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini

membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut

serta untuk meyakini penyembunyian dan pengkonversian hasil
penyimpangan.

BAEBE 111
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 4

Dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Penerima
Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat
terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional
Auditor bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti maka harus
memenuhi kriteria masalah yang diadukan, lokasi kejadian dan waktu
kejadian (What, Where, When/3 W).

Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan
atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan / pengaduan
tersebut.

Setiap Pelapor dalam menyampaikan pengaduan dilakukan dengan
menyebutkan identitas yang jelas (nama, alamat, telepon) dan menyerahkan
bukti pendukung.

Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Pelapor jelas
nama dan alamatnya serta dapat dihubungi maka diupayakan mengundang
Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat
Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan
kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:

a.
b.

L

kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Kota Palembang;
surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan Tindak Pidana
Korupsi d/a Inspektorat Kota Palembang; dan

E-mail Pelapor Pemerintah Kota.



BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 6

(1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut
berupa audit investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan
informasi, diarsipkan.

(2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Pelapor

diprioritaskan terhadap hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan
publik.

Pasal 7

(1) Inspektur menvampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran
investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan
disampaikan kepada Walikota.

{2) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi sesuai standar audit
yang diperlukan sesuai keadaannya.

BABV
LAPORAN HASIL AUDIT ATAS PENGADUAN
PELAPOR

Pasal 8

(1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera
menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.

(2). Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan sctelah dilakukan
pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

(3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Pelapor
disampaikan kepada Walikota.

Pasal 9

Apabila yang menjadi terlapor adalah seorang Tim Pen-:_:rima Pengaduan maka
yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan
ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
Pasal 10

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Pelapor akan dibeﬁlfan kepada Pelapor
yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kota Palembang selama proses
pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi, scsuai
dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus: 2016

WALIKOTA)PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Kota Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

W

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 2%





